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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme keikutsertaan 
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan restoratif pada penyelesaian perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mendeskripsikan faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelesaian tindak 
pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer 
yaitu wawancara, sekunder yaitu undang-undang dan buku hukum. Metode 
analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa masyarakat dapat mendampingi kasus anak hingga 
memfasilitasi penyelesaian perkara anak melalui musyawarah dengan pendekatan 
keadilan restoratif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran masyarakat 
dalam penyelesaian tindak pidana anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor 
aturan hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau prasarana yang 
mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. 

 
Kata kunci: Mekanisme peran masyarakat, keadilan restoratif, penyelesaian 
perkara anak 

ABSTRACT 
 

This study aimed to describe the mechanism of community participation in the 
implementation of policies on the settlement restorative criminal offenses 
committed by children and describe the factors that affect the implementation of 
the role community's in the completion of the crime of child. The method used in 
this research is empirical juridical approach. Sources of data derived from primary 
data sources are interviews, the secondary legislation and law books. Data 
analysis method used is the analysis of qualitative data. The results showed that 
the public can accompanying case of children up to facilitate the disposal of the 
child in consultation with the restorative justice approach. That factors can be 
influence implementation of the community's role in the completion of the crime 
of child influenced by several factors: factors rule of law, factors of law 
enforcement officers, factor insfrastructure support, community factors, law 
cultural factor. 
Keywords:  Mechanism  of  the  role  of  the  community,  restorative  justice,  the 

settlement children. 
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PENDAHULUAN 
 

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok, 

yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara 

didasarkan pada trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan 

undang-undang (Wetmatig Bestuur); dan (4) ada peradilan administrasi negara 

yang  bertugas  menangani kasus perbuatan melanggar  hukum oleh pemerintah 

(Onrechmatige Overheidssdaad).1  Perlindungan HAM yang dimaksudkan adalah 
 

untuk seluruh warga negara Republik Indonesia tak terkecuali bagi anak. Smith 

menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional 

justru berada pada “jantung” hak-hak anak.2 

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 
 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.3 Tidak 

disangkal kalau anak juga tidak lepas dari permasalahan hukum. Anak yang 

bermasalah dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana seringkali disebut dengan anak berhadapan 

hukum (ABH), baik pelaku, korban maupun saksi dari suatu tindak pidana. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, untuk 

mendeskripsikan mekanisme keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan restoratif pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 

 
 

1Dwija   Priyatno,   2004,   Kebijakan   Legislasi   tentang  Sistem   Pertanggungjawaban   Pidana 
Koorporasi di Indonesia, Bandung; CV Utomo, Hal. 146 
2 El Majda Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 
Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 223 
3 Mukaddimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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anak di Kota Surakata. Kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana 

anak di Kota Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan mekanisme 

keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan restoratif pada 

penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Surakata. 

Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan peran 

masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak di Kota Surakarta. 

Manfaat penelitian ini adalah pertama, memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum acara pidana anak 

dalam hal keadilan restoratif yang merupakan salah satu bentuk sistem peradilan 

pidana anak. Kedua, memperkaya referensi penulisan tentang kajian keadilan 

restoratif yang merupakan salah satu bentuk sistem peradilan pidana anak. Ketiga, 

mengembangkan penalaran, pola pikir yang dinamis, serta mengatahui 

kemampuan dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh. Keempat, hasil 

dari kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan 

pengetahuan terkait masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang 

mempunyai minat mengkaji masalah terkait. 

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in 

conflict with the law), dimaknai sebagai “Seseorang yang berusia dibawah 18 

tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang 

bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana”.4 Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

4 Yayasan Pemantau Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Prespektif Hukum Hak 
Asasi Manusia Internasional, Jakarta: Children Human Rights Foundation, Hal. 1 
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mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak 

hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 

semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar 

permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana dan upaya pencegahannya. 

Permasalahan ini dapat terpecahkan jika sistem peradilan pidana anak 

menggunakan pendekatan humanistik, tidak hanya berarti bahwa pidana yang 

dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, 

tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.5 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
 

Pidana Anak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

menggunakan metode keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini dimaknai sebagai 

proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas 

dalam penerapannya, yakni para pihak yang mempunyai atas kepentingan atas 

suatu pelanggaran yang spesifik. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang 

bagaimana peran masyarakat  dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui 

 
5 Dwija Priyatno, Loc. Cit, Hal. 160 
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keadilan restoratif. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah karena data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil 

wawancara langsung oleh pihak-pihak terkait dan dokumen-dokumen yang 

mendukung. 

Jenis penelitian dalam penulisan kali ini penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

analisis dan narasi dari permasalahan mengenai mekanisme keikutsertaan 

masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan 

metode pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencari kesepakatan 

diversi yang merupakan hasil musyawarah dapat dilaksanakan tanpa 

menghilangkan hak-hak yang melekat pada anak. Metode analisa data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif mengarah pada kajian-kajian yang 

bersifat teoritis, seperti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan, doktrin hukum 

dan kaidah isi hukum. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Mekanisme Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana 
Anak Melalui Keadilan Restoratif 

 
Berdasarkan 5 (lima) tahap SOP berbasis masyarakat diatas yaitu tahap 

pelayanan pengaduan, tahap penanganan kasus dengan musyawarah di 

masyarakat, tahap peradilan formal, tahap layanan kedaruratan, dan tahap layanan 

intervensi krisis. Telah memenuhi unsur-unsur perlindungan anak pada UU No. 

23 Tahun 2002 atas perubahan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. SOP ini 

masyarakat telah dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif dalam 

penyelesaian kasus pidana anak. Sesuai dengan Pasal 93, yang berbunyi: 
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Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari 
pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: 
a) Menyampaikan  laporan  terjadinya  pelanggaran  hak  Anak  kepada 

pihak yang berwenang; 
b) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan Anak; 
c) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak; 
d) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan 

pendekatan Keadilan Restoratif; 
e) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak 

Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan; 
f) Melakukan  pemantauan  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum 

dalam penanganan perkara Anak; atau 
g) Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan Anak. 
 

Selain pendampingan terhadap ABH, PPT juga bertugas untuk 

mensosialisasikan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam perlindungan 

untuk anak kepada seluruh warganya di setiap kelurahan.6 Setelah adanya SOP 

PPT yang telah mengusung pendekatan keadilan restoratif, PPT dapat menerapkan 

penyelesaian kasus AKH dengan musyawarah ditingkat masyarakat selama kasus 

tersebut baru diketahui di lingkup keluarga dan/atau masyarakat. 

Kasus terakhir pada PPT Kemlayan dalam pendampingan kasus pada 

bulan mei 2016, yaitu kasus pelecehan seksual. PPT Kemlayan melakukan 

pendampingan anak sebagai pelaku. Usia anak saat terjadinya kasus umur 15 

tahun. Saat itu PPT belum tahu dan tidak ada laporan mengenai kasus ini, setelah 

anak ditangkap polisi dirumahnya, ibu anak memberitahu PPT yang sebelumnya 

ibu pun tidak mengetahuinya. Setelah diketahui bahwa ada kasus seperti ini, PPT 

melakukan pendampingan anak dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.7
 

 
 
 
 

6  Tutik, Anggota PPT Kemlayan Bidang Sekretaris, Wawancara Pribadi, Surakarta, 16 Maret 
2016, pukul 10.23 WIB 
7  Chandra, pengurus PPT Kemlayan Bidang Penanganan Kasus, Wawancara Pribadi,  16 Maret 
2016, pukul 10.23 WIB 
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Setelah  itu  anggota  PPT  melakukan  assesment  lanjutan  untuk  mengetahui 

sebagaimana kasusnya berjalan, apa tindakan yang harus diambil saat itu. 

Dikarenakan anak sudah masuk jalur hukum, PPT berkordinasi dengan 

PTPAS untuk meminta pendampingan hukum untuk anak. PTPAS menawarkan 

LEHAMMAS Aisyiyah untuk mendampingi anak dalam kasus hukumnya. 

Disamping itu, PPT mendampingi psikososialnya. Anak saat itu ditahan di kantor 

polisi selama 1 (satu) malam, tidak dimasukkan ke sel namun hanya di kantor 

polisinya. PPT dan LEHAMMAS bersinergi untuk melakukan pendampingan 

walaupun beda tupoksinya. PPT dan LEHAMMAS juga berupaya agar kasus anak 

dapat diselesaikan dengan diversi. Namun dalam kepolisisan, menganggap anak 

ini bersalah dan harus dihukum. 

Akhirnya pada proses hukum masih berlanjut hingga persidangan, lalu 

menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini dengan diversi, namun usaha ini 

terbentur dengan syarat pelaksanaan diversi, mengingat ancaman pidana pada 

kasus ini sangat berat yaitu maksimal 8 tahun. Sehingga ini yang membuat si anak 

tidak bisa melaksanakan diversi. 

Pada hal ini PPT juga masih mendampingi, datang di persidangan, 

mempersiapkan dokumen-dokuman yang akan diperlukan jika diterapkan diversi 

untuk anak.8 Sayangnya tidak ada proses penyelesaian dengan diversi karena 

pada kasus anak ini tidak masuk dalam syarat kasus yang diselesaikan dengan 

diversi. PPT mendampingi sisi psikososial anak dan orang tua. Anak divonis oleh 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 2 tahun rehabilitasi dan 3 bulan 

masa kerja. Selama proses persidangan, anak tetap tinggal dengan orang tua. PPT 

8 Ibid 
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merekomendasikan anak untuk ikut serta dalam kegiatan anak di forum anak 

kelurahan Kemlayan. 

Pendekatan dalam keluarga juga dilakukan PPT seperti memberikan 

pemahaman agar terus mengusahakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan 

anak. Dalam hal ini, PPT kelurahan sulit melakukan kordinasi dengan PTPAS 

terkait pendampingan kasus yang ada di wilayah kelurahan, karena ada SOP yang 

berbeda yang dimiliki PTPAS dengan PPT dalam penyelesaian kasus pada AKH 

yang anak adalah posisinya sebagai pelaku,9  dalam SOP PTPAS  yang sangat 
 

diperhatikan dengan detil hanya AKH sebagai korban. Hingga terlihat PTPAS 

hanya berperan pasif terhadap PPT. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam 
Penyelesaian Tindak Pidana Anak 

 
Hadirnya PPT dalam kelurahan ini menjadi peluang besar untuk 

masyarakat ikut campur dalam menyelesaikan tindak pidana anak dan dapat 

mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. Hal ini dapat menekan angka anak 

masuk dalam penjara, hal ini dapat membatasi hak-hak anak yang seharusnya 

dirasakan anak dalam masa pertumbuhannya menemukan jati diri di kemudian 

hari. Anak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya juga dilatih 

tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. 

Masyarakat juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang ada 

di lingkungannya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Hal ini juga 

mengembalikan  fungsi  masyarakat  dalam  lingkungan  sebagai  kontrol  sosial. 

9 Ibid 
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Hadirnya  PPT  ini  juga  sebagai  sarana  rehabilitasi  pasca  anak  menyelesaikan 

hukuman atas perbuatan yang sudah ia lakukan. 

Disamping itu ada faktor yang menjadi hambatan masyarakat pada saat 

pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini 

dikaitan dengan suatu teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu10 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, bahwa terdapat lima faktor 

penting dalam penegakan hukum yaitu pertama faktor aturan hukum, kedua faktor 

aparat penegak hukum, ketiga faktor sarana atau prasarana yang mendukung, 

keempat faktor masyarakat, kelima faktor budaya hukum. Faktor yang menjadi 

hambatan masyarakat pada saat pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum yaitu: 

a) Faktor Aturan Hukum 
 

Peraturan Walikota No 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta mengatur agar 

terbentuknya PPT di Kelurahan untuk menjadi tangan panjang PTPAS. Dengan 

seiringnya waktu perwali ini tidak selaras dengan perkembangan penyelesaian 

kasus anak, karena sudah ada peraturan baru yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang lebih mendorong 

penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif di dalamnya sebagai suatu 

bentuk kemajuan dalam suatu sistem peradilan anak, dengan diikuti tujuan 

keadilan restoratif yang secara garis besar mementingkan hak-hak anak dengan 

tidak merampas hak-hak anak yang dihadapkan oleh hukum. 

 
 

10 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yogyakarta: 
Genta Publishing, hal 4 
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Pada perwali tersebut juga belum mengatur seara jelas kordinasi antara PPT 

dengan PTPAS, hal ini juga menjadikan kendala pada PPT dan yang mengganggu 

kinerja keduanya. Perbedaan SOP yang dipakai juga mempengaruhi, karena SOP 

yang dipakai PTPAS belum ter-update dengan adanya UU PA dan UU SPPA 

yang ada di Indonesia. Ketentuan diversi dan penerapan keadilan restoratif juga 

belum ter-cover dalam SOP tersebut. Kordinasi terhadap kasus yang sedang 

terjadi juga tidak sehat. PPT bingung harus kordinasi seperti apa, karena PTPAS 

sangat pasif. Tidak ada garis kordinasi yang jelas antara PPT dan PTPAS. 

b) Faktor Aparat Penegak Hukum 
 

Aparat Penegak Hukum dalam artian luas adalah lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan perintah peraturan 

atau undang-undang. Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur 

dengan UU memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan 

yang disebutkan dalam Pasal 10 (1) UU No 12 Tahun 201111 dengan alasan 

“pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar 

dibentuknya suatu lembaga hukum.12
 

Sebagai salah satu pihak melaksanakan kebijakan keadilan restoratif ataupun 
 

fasilitator yang melaksanakan keadilan restoratif, harus mampu mengetahui dan 

paham tentang peraturan sistem peradilan pidana anak dan pelaksanaan keadilan 

restoratif. Pada tahap-tahap itu PPT belum dilatih secara khusus untuk menjadi 

 
11 Materi yang harus diatur dengan undang-undang berisi: (a) Pengaturan lebih lanjut mengenai 
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Perintah suatu 
undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (c) Pengesahan perjanjian internasional 
tertentu; (d) Tindak lanjut atas putusan mahkamah agung; dan/atau (e) Pemenuhan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat 
12 Ilman Hadi, 2012, Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia, 
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum diakses pada 
hari rabu tanggal 1 Juni 2016 pukul 11:45 WIB 
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fasilitator pelaksanaan keadilan restoratif. Pada prinsipnya keadilan restoratif ini 

sama dengan penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan atau musyawarah 

yang sudah familiar di masyarakat. Namun pada keadilan restoratif ini ada 

beberapa sebab yang harus diperhatikan agar pemulihan pada situasi semula itu 

tercapai dan kedua belah pihak merasa puas. 

c) Faktor Sarana atau Prasarana yang Mendukung 
 

Pelaksanaan penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif 

dibutuhkan suatu ruangan khusus yang diperuntukan untuk melakukan assesmen 

dan mediasi bagi para pihak. Selain itu juga butuh seperangkat kelengkapan untuk 

record kasus serta perkembangannya. Agar segala sesuatunya dapat tercatat dan 

tersimpan rapih. 

d) Faktor Masyarakat 
 

Masyarakat merupakan tempat dimana seseorang tumbuh untuk melakukan 

suatu kegiatan bersosial dan berbudaya, bercengkrama satu sama lainnya, karena 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan lainnya. 

Masyarakat itu masih belum paham apa itu keadilan restoratif. Mereka 

memandang anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka akan dihukum, 

dipenjara, masyarakat memandang tindak pidana yang dilakukan anak itu 

hukumannya sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Saat 

reintrgasi di masyarakat, anak juga kurang mendapatkan support untuk 

memperbaiki perilakunya. 

e) Faktor Budaya Hukum 
 

Budaya hukum berkaitan sangat erat dengan faktor masyarakat dan tidak 

bisa   dipisahkan.   Budaya   itu   merupakan   pedoman   sehari   hari   bagaimana 
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masyarakat berperilaku. Budaya hukum haruslah berfikir secara positif, 

pandangannya pun harus maju mengikuti jaman. Keadilan restoratif adalah bukti 

bagaimana budaya hukum itu berkembang mengikuti arus jaman, misalnya 

budaya hukum masyarakat saat ini masih menilai anak yang melakukan tindak 

pidana itu diberikan hukuman layaknya orang dewasa. 

PENUTUP 
Simpulan 

 
Pertama, Pos Pelayanan Terpadu (PPT) adalah tangan panjang dari 

PTPAS sebagai syarat untuk mewujudkan kelurahan layak anak yang 

dicanangkan oleh pemerintah kota Surakarta. Melalui PPT, masyarakat dapat ikut 

berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif. Maka 

dari itu, dapat mengurangi anak sebagai narapidana selain itu untuk 

mengembalikan fungsi sosial masyarakat sebagai kontrol sosial. Mekanise 

keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana anak terletak pada 

pendapingan anak dalam penyelesaian perkara pidananya selain itu PPT juga 

didorong untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan 

restoratif dengan musyawarah di masyarakat. 

PPT juga terlibat pada proses diversi pada tingkat kepolisian kejaksaan 

pengadilan sebagai tokoh masyarakat untuk menyiapkan dan/atau menyediakan 

masukan-masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penyusunan 

rekomendasi kesepakatan diversi. Hal ini telah terangkum dalam SOP yang telah 

dibuat PPT bekerjasama dengan LSM Sahabat Kapas dan UNICEF. SOP ini 

sudah memuat UU SPPA dan UU PA. 
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Kedua, hadirnya PPT ini juga sebagai sarana rehabilitasi pasca anak 

menyelesaikan hukuman atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Ada beberapa 

faktor yang menjadi hambatan masyarakat pada saat pelaksanaan keadilan 

restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: (a) Faktor aturan 

hukum, yaitu pengembangan kelurahan layak anak Kota Surakarta yang belum 

ter-update dengan UU SPPA dapat menghambat peran PPT dalam mewujudkan 

restorative justice yang diusung UU SPPA untuk ABH. (b) Faktor aparat penegak 

hukum, upaya dalam terwujudnya keadilan restoratif yang bertujuan untuk 

merestorasi keadaan semula yang telah dilukai dengan adanya suatu perbuatan 

pidana oleh anak. Namun, hal ini tidak akan berjalan maksimal dan dapat menjadi 

penghambat dalam mewujudkan keadilan restoratif jika anggota PPT itu sendiri 

tidak dibekali proses peradilan restoratif. (c) Faktor sarana atau prasarana yang 

mendukung, belum sepenuhnya terpenuhi dan juga ada penyidik yang belum 

paham dengan tujuan dari restorative justice dapat menghambat peran PPT. (d) 

Faktor masyarakat, presepsi masyarakat dengan keadilan retributive masih 

mendominasi yang menjadikan keberhasilan PPT dalam melaksanakan restorative 

justice, sehingga rehabilitasi anak di masyarakat tidak didukung dengan 

masyarakat secara umum. (e) Faktor budaya hukum, fenomena yang ada di 

masyarakat, adanya UU SPPA sebenarnya sejalan dengan musyawarah yang telah 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan hukum adatnya. 

Namun, sudah terbiasa dan terbentuk pola pikir masyarakat dengan keadilan 

retributif meyebabkan jika ada pelaku tindak pidana maka tanggungjawab pelaku 

adalah hukuman. 

Saran 
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Pertama, kordinasi antara PTPAS dengan PPT kembali dibangun dengan 

mekanisme yang jelas untuk meminimalisir missed communication antar 

keduanya. Sebaiknya PPT dan PTPAS mempunyai SOP yang sama. Namun SOP 

PTPAS belum mengakomodir adanya UU SPPA maka sudah tidak relevan dengan 

perkembangan jaman. Sementara itu, PPT butuh SOP yang relevan dan 

mengakoodir UU terkait hak-hak anak untuk melaksanakan perannya dengan 

pendekatan keadilan restoratif. Selain itu anggota PPT dan PTPAS diberi bekal 

keterampilan dalam mendampingi atau meyelesaiakan kasus dengan pendekatan 

keadilan restoratif. 

Kedua,  hambatan-hambatan  yang  ada  di  PPT  adalah  kurang  matang 

konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan PPT dan juga PTPAS, sehingga perlu 

adanya peraturan yang mengatur kordinasi antara PPT dan PTPAS agar setiap 

kasus yang didampingi atau difasilitasi oleh PPT terakomodir dengan baik. 
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